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Mengingat

WALIKOTA PAYAKUMBUH

PROVINSI SUMATERA BARAT

PBRATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMORTa TAHUN 20i8

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN

URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA

BADAN PBRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah Kota

Payakumbuh, masih terdapat ketidaksesuaian antara

struktur dengan beban kerja sehingga sulit untuk mencapai

target kinerja dengan maksimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu dilakukan pembentukan struktur

Perangkat Daerah ya,ng baru dengan pola maksimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturaa

Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah'

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daera,h Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi

Sumatera Tenga,h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan

Daeral (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lemtraran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
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Menetapkan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Nega-ra

Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017

Tentang Pedoman Nomenklatur Pemerintah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SERTA

TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da1am Peraturan Wa.likota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Payalumbuh.

2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD ada1ah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Payakumbuh;

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
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prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasa-r Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wa-likota dan

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dart menyejahterakan masyarakat.

9. Badan ada-lah Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kota

Payakumbuh;

10. Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disingkat menjadi

Litbang;

11. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah selanjutnya

disingkat menjadi RPJMD adalah Dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode selama 5 tahun;

12. Rencaaa Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat

menjadi RKPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan

daerah untuk periode selama 1 tahun;

13. Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah selanjutnya

disingkat menjadi RPJPD adalah Dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode selama 20 tahun, yang

digunakan sebagai acual dalam penyusunan RPJMD;

14.Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya

disingkat menjadi Musrenbang adalah Forum musyawarah

tahunan untuk menyepakati rencana kerja pembangunan

daerah;

15. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat menjadi

RTRW ada-lah Arahan kebijalan dan strategi pemanfaataa

ruang wilayah daerah;

16. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi

tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang



berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai

dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran

tugas Badan.

BABII
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

1. Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan

bidang Perencanaan dan Litbang;

2. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

3. Badaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas membantu walikota dalam melaksaaakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang

urusan pemerintahaa Bidang Perencanaan dan Litbang;

4. Badan da,lam melaksana_kan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menyelenggara-kan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang

Perencanaan dan Litbang;

b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi

penunjang urusan pemerintahan daerah bidang

perencanazrn dal bidang litbang;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

urusan penunjang perencanaan dan bidang litbang;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:

Kepala Badan membawahkan :

1. Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;
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c. Sub Bagian Penyusunan Program.

2. Bidang Sosial dan Budaya membawahkaa 3 (tiga) Sub

Bidang terdiri dari:

a. Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia;

b. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan;

c. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.

3. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro membawaikan

3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:

a. Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan Dan

Ekonomi Kreatif;

b. Sub Bidang Pengembangan SDA dan Kerjasama;

c. Sub Bidang Perencanaan Makro.

4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari:

a. Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;

b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan

Hidup;

c. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan

Kebencanaan.

5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;

c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

6. Unit Pela.ksana Teknis Badan (UPTB).

7. Kelompok Jabataa Fungsional.

(2) Struktur Organisasi sebagaimana dimalsud pada ayat (1),

tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Paragral 1

Tugas

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan

dan bidang litbang;

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal

4, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakal teknis urusan penunjang perencanaan

dan litbang;

b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah bidang perencanaan dan bidang

litbang;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

urusan penunjang perencanaan dan bidang litbang;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 6

Uraial Tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud Pasal 5

antara lain:

a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Badan;

b. Merumuskan bahan kebijakan teknis Perencanaan dar

Litbang;

c. Merumuskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dan

segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
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d. Melakukan pembinaan dan pengendalian administrasi

kepegawaian, keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya

sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan,

pengendaliaa dal pengawasan tugas-tugas sekretariat dan

bidang;

f. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat, Bidang

Sosial Budaya, Bidang Ekonomi, Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan wilayah, serta Bidang Penelitian,

Pengembangan dan Evaluasi;

g. Melalsanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau

Pemerintah Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;

i. Mempelajari memahami dan melaksanakan peraturan

perundang-undangaa yang berkaitan dengan lingkup

tugasnya;

j. Memberikan sa.ran dan pertimbangan teknis kepada

Walikota;

k. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan

Instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;

1. Membagi tugas, memberi petunjuk menilai dan mengevaluasi

hasil kerl'a bawahan;

m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Bagiaa Kedua

Sekretaris

Paragraf 1

Tugas

Pasa-l 7

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional

mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi

dal melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

7



Paragral 2

Fungsi

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaaa operasional urusan umum, kepegawaian,

keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan;

b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum,

kepegawaian, keuangan, serta pengelolaan perencanaan,

evaluasi dan pelaporan;

d. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, kepegawaian,

perencanaarr, evaluasi dan pelaporan;

e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikaa oleh atasan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 9

Uraian Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 7 antara

lain:

a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) dan Rencana Keq'a (RENJA) Badan;

b. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunaa Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan

Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ), Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjlP) dart segala bentuk pelaporan

lainnya;

c. Mengoordinasikal bidang-bidang dalam penyusunan

rancang€rn awal dan rancangan akhir, serta Penetapan

RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota;

d. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan Musrenbang

RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota;

e. Mengoordinasikan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub

Bagian Keuangan, dan Sub Bagtan Perencanaan dan
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Evaluasi Pelaporan;

f. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan

serta mendistribusikan sa-rana dan prasarana di lingkungan

Badan;

g. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan

dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Badan;

h. Menganalisa kebutuhan pegawai untuk ditempatkan pada

masing-masing bidang;

i. Mengoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan

keuangan, serta pengelolaan Aset Badan;

j. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan

lingkup Sekretariat;

k. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan

mengevaluasi program dan pelaporan setiap bidang;

l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;

m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

n. Menyampaikan laporan hasil pelalsanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;

o. Melal<sanal<an tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan.

Paragraf 4

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas

Pasal 10

Kepala Sub Bagial Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan

mengontrol urusan umum dan kepegawaian pada Badan;

Paragraf 5

Fungsi

Pasal 1l

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10,

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi

antara lain:

a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi
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kehumasal dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga,

sa,rana dan prasarana, serta aset Badan;

b. Penyiapaa bahaa koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan,

pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan,

perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja;

c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang

berkaitan dengan urusan kepegawaian;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 6

Uraian Tugas

Pasal 12

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

sebagaimana dimaksud pasal 10 antara lain:

a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana

Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungiawaban

(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dan

sega-la bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Mempelajari, memahami dan melaksanakal peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup

tugasnya;

d. Mengatur administrasi dan pelalsanaan surat masuk dan

surat keluar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas

yang berlalu;

e. Menganalisis kebutuhan personil untuk masing-masing

bidang dan melaksanakan pengurusan administrasi

kepegawaian personil lingkup Badan;

f. Menganalisis kebutuhan, melaksana-kan pengadaan,

memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan

sarana dal prasarana di lingkungan Badan secara efektif

dan efisien

g. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya;

h. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan protokoler

lingkup Badan;
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i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;

j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kery'a bawaha-n agar pelaksanaan tugas

dapat bery'alan lancar sesuai ketentuan yartg berla,ku;

k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

1. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Paragraf 7

Sub Bagian Keuangan

Tugas

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, melalsanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan
administrasi keuangan pada Badan.

Paragraf 8

Fungsi

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13,

Kepala Sub Bagial Keuangan mempunyai fungsi antara lain:

a. Penyiapan bahan kebijal<an dan petunjuk teknis yang

berkaitan dengan urusan perencanaan program dan

kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan

pertanggungiwaban keuangan Badan;

b. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi

perencanaan, penatausahaan, pertanggungiawaban dal
pelaporan Badan;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;
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Paragraf 9

Uraian Tugas

Pasal 15

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana

dimaksud pasal 13 antara lain:

a. Menyusun bahan Rencaaa Strategis (RENSTRA) dan Rencana

Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dan segala

bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung

(SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh

bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPIK);

d. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang

Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang

(SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-

TU) dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji

dal tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

e. Menyiapkal Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup Badan;

f. Memverifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Badan;

C. Melakukan verifikasi atas penerimaan;

h. Mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Badan;

i. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Badan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan PNS dan PTT

di lingkup Badan;

k. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi

keuangan di lingkup Badan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

1. Mengeva-luasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;

m. Mempelajari, memahami dan melal<sanakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
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tugasnya ;

n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan ;

o. Memberikan sa-ran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau

kegiatan kepada atasan;

q. Melaksana-kan tugas kedinasaa lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Paragraf 10

Sub Bagian Penyu sunan Program

Tugas

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan

mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang

meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan,

pengevaluasian laporan dari masing-masing bidang yang ada

pada Badan;

13

Paragraf 11

Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16,

Kepala Sub Bagial Penyusunan Program mempunyai fungsi

antara lain :

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Badan;

b. Pengoordinasian penyusunan Perencanan Daerah yang

meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi

dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan;

c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan

pelaporan pada lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;



Paragraf 12

Uraian Tugas

Pasa] 18

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

sebagaimana dimal<sud pasal 16 antara lain:

a. Menghimpun bahar dan menyusun Rencana Strategis

(RENSTRA) dan Rencana Keq'a (RENJA) Badan;

b. Menghimpun bahan dari setiap bidang untuk penyusunan

Laporaa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan

Kineda Instansi Pemerintah (LKjlP) dan segala bentuk
pelaporan lainnya;

c. Menghimpun, menyerasikan dan menyusun bahan program,

kegiatan serta angga-ran dari masing-masing bidang;

d. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang;

e. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari

setiap bidang sebagai bahan evaluasi;

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta menca-ri alternatif
pemecahannya;

g. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang erkaitan dengan lingkup

tugasnya;

h. Memberika.n saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

i. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan;

j. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau

kegiatan kepada atasan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

atasan.
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Bagian Ketiga

Bidang Sosial Budaya

Paragraf 1

Tugas

Pasal 19

Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin,

mengoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas perencanaan

pembangunan daerah di bidang sosial budaya.

Pangral 2

Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasa-l 19,

Kepa-la Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana program keda Badan bidang sosial

budaya;

b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan

kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan

tahunan Bidang Sosial Budaya;

c. Pelaksanaan keq'asama pembangunan antar daerah dan

swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup

bidang Sosial Budaya;

d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan

bidang sosial budaya;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 21

Uraian Tugas Kepala Bidang Sosial Budaya sebagaimana

dimaksud pasal 19 antara lain:

a. Mengoordinasikan pen5rusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) lingkup bidang Sosial

Budaya;
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b. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungiawaban (LKPJ), Laporan Kineda Instansi

Pemerintah (LKjlP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di

lingkup bidang Sosial Budaya;

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja

perencaraan pembangunan lingkup bidang sosial budaya;

d. Mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD

lingkup bidang Sosial Budaya;

e. Memverilikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup

bidang Sosial Budaya;

f. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,

dan RKPD lingkup bidang Sosial Budaya;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang Sosial Budaya;

h. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang Sosial Budaya;

i. Mengoordinasikaa sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat daerah Kota Payakumbuh lingkup bidang Sosial

Budaya;

j. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

kegiatan K/L, Provinsi di Kota Payakumbuh, lingkup bidang

Sosial Budaya;

k. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian/monitoring

kegiatan perencanaar pembangunan daerah lingkup bidang

Sosial Budaya;

l. Mengoordinasikan pegelolaan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Sosial

Budaya;

m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil keda bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat bery'alan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. Memberikan sarar dan pertimbangan teknis kepada atasan;

o. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelalsanaan tugas

dan/atau kegiatan kepada atasan;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.
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Paragraf 4

Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM

Tugas

Pasal 22

Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM

mempunyai tugas menyiapkan bahan rancangan perencana€rn

dan melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah

di bidang Pendidikan, Pengembangan SDM, Kearsipan dan

Pustaka.

Paragraf 5

Fungsi

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22,

Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM mempunyai

fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana dan program kerl'a operasional kegiatan

bidang Pendidikan, Pengembangan SDM;

b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan

prencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah

dan tahunan bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM;

c. Pelaksanaan monitoring dan eva"luasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan bidang Pendidikan dan

Pengembangan SDM;

d. Pelaporal pela,ksaaaan tugas perencanaan pembangunan

bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidalg

tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Uraian Tugas

Pasal 24

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan

SDM sebagaimana dimal<sud pasal 22 antara lajn:

a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana

Ke{a (RENJA} sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyusun bahal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
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(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dan

segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang

Pendidikan dan Pengembangan SDM;

d. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah bidang

Pendidikan dan Pengembangan SDM;

e. Merencanatan pelaksanaan Musrenbang RPJPD bidang

Pendidikan dan Pengembangan SDM;

f. Menyusun bahan dan merencaaakan pelaksaaaan

Musrenbang RPJMD bidang Pendidikan dan Pengembangan

SDM;

g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD bidang Pendidikan dan

Pengembangan SDM;

h. Menyusun konsep pembinaal teknis perencaraan kepada

Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Pengembalgan

SDM;

i. Merencanakan pelaksaaaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pendidikan dan

Pengembangan SDM;

j. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan

perangkat daerah provinsi bidang Pendidikan dan

Pengembangan SDM;

k. Merencanakan dukungan pelaksanaaa kegiatan pusat untuk
prioritas nasional bidang Pendidikan dan Pengembangan

SDM;

l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar daerah dibidang pembangunan bidang Pendidikan darr

Pengembangan SDM;

m. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah bidang

Pendidikan dan Pengembangan SDM;

n. Mempelajari, memahami dan melaksana-kan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas;

o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dal/atau
kegiatan kepada atasan;

r. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Sub bidang;

s. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyaralat (SKM);

t. Melaksalakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragral 7

Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan

Tugas

Pasa-l 25

Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan mempunyai

tugas menyiapkan bahan rancangan perencanaan dan

melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di

bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Catatan

Sipil.

Paragraf 8

Fungsi

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima-ksud Pasal 25,

Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan mempunyai

fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

bidang Kesehatan dan Kependudukan;

b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan

prencanaan pembangunan jangka paljang, jangka menengah

dan tahunan bidang Kesehatan dan Kependudukan;

c. Pelal<sanaan monitoring dan eva-luasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembaagunan bidang Kesehatan dan

Kependudukan;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaarl pemba.ngunan

bidang Kesehatan dan Kependudukan;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.
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Paragraf 9

Uraian Tugas

Pasal 27

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan

sebagaimana dimaksud pasal 25 antara lain:

a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana

Ke{a (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dan

segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang

Kesehatan dan Kependudukaa;

d. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah bidang

Kesehatan dar Kependudukan;

e. Merencalakan pelaksanaan dan menyusun bahan

Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Kesehatan

dan Kependudukan;

f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD bidang Kesehatan dan

Kependudukan;

g. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daeraha (Bappeda)

bidang Kesehatan dan Kependudukan;

h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Kesehatan dan

Kependudukan;

i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan

perangkat daerah provinsi bidang Kesehatan dan

Kependudukan;

j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional bidang Kesehatan dan Kependudukan;

k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar daerah di bidang pembangunan lingkup bidang

Kesehatan dan Kependudukan;

l. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah bidang

Kesehatan dan Kependudukan ;
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m. Mempelajari, memahami dan melaksana-kan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas;

n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

p. Menyampaikan laporan pela,ksanaan tugas dan/atau

kegiatan kepada atasan;

q. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Staldar

Operasional Prosedur (SOP) di Sub bidang;

r. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyaralat (SKM);

s. Melal<sanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 10

Sub Bidang Pemerintahan dan Keseja,hteraan Sosial

Tugas

Pasal 28

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

mempunyai tugas menyiapkan bahal rancangan perencanaan

dan melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah

di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.

Paragral 11

Fungsi

Pasa-l 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28,

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

mempunyai fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;

b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan

prencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah

dan tahunan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan bidang Pemerinta,han dan

Kesejahteraan Sosial;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan

bidang Pemerintahan dan Keseja,hteraan Sosial;
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e Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Uraian Tugas

Pasal 30

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimal<sud pasal 28 antara

lain:

a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan

Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyusun balan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungl'awaban

(LKPJ), Laporan Kineda Instansi Pemerinta,h (LKjIP) dan

segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang

Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;

d. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah bidang

Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;

e. Merencalakan pelaksanaan dan menyusun bahan

Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan

dan Kesejaiteraan Sosial;

f. Menyusun bahal dan merencanakan pelaksanaan

Musrenbang RPJMD bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraal Sosial;

g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Sosial;

h. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daeraha (Bappeda)

bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;

i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahar dan

Kesejahteraan Sosial;

j. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan

perangkat daerah provinsi bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Sosial;
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k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Sosial;

l. Merencarakan pelaksanaan kesepakatan bersama kery'asama

antar daerah di bidang pembangunan lingkup bidang

Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;

m. Mengelola data dan informasi pembangunan daera,h bidang

Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;

n. Mempelajari, memahami dan melal<sanakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas;

o. Memberikar saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil ke{a bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat be{alan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

q. Menyampaikan laporan pelal<sanaal tugas dan/atau

kegiatan kepada atasan;

r. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Sub bidang;

s. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro

Paragraf 1

Tugas

Pasal 3l
Kepa-la Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro mempunyai

tugas memimpin, mengoordinasikan dan memfasilitasi tugas-

tugas perencanaan pembangunar daerah di bidang Ekonomi

dan Perencanaan Makro.

Paragral 2

Fungsi

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 31,

Kepala Bidang Ekonomi dart Perencanaan Makro mempunyai

fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana dan program keda operasional kegiatan
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Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 33

Uraian Tugas Kepala Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro

sebagaimana dimaksud pasal 31 antara lain:

a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) dan Rencana Ke{a (RENJA) lingkup bidang

Ekonomi dan Perencanaan Makro;

b. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjlP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di

bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja

perencanaan pembangunan lingkup bidang Ekonomi dan

Perencanaan Makro;

d. Mengoordinasikan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD

dan RKPD lingkup bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;

e. Menyiapkan pen1rusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan

RKPD Kota Paya,kumbuh lingkup bidang Ekonomi dan

Perencanaan Makro;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang ekonomi dan
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perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dan

Perencalaan Makro;

b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan

pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan

bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;

c. Pelal<sanaan ke{asama pembangunan antar daerah dan

swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup

bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;

d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan

Ekonomi dan Perencanaan Makro;

e. Pelaporan pelaksalaan tugas perencanaan pembangunar

bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.



Perencanaaa Makro;

g. Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup

bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;

h. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,

dan RKPD lingkup bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;

i. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang Ekonomi dan

Perencanaan Makro;

j. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang Ekonomi dan

Perencanaan Ma,kro;

k. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat daerah Kota Payal<umbuh lingkup bidalg

Ekonomi dan Perencanaan Makro;

l. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

kegiatan KL Provinsi di Kota Payakumbuh, lingkup bidang

Ekonomi dan Perencanaan Makro;

m. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian/monitoring

kegiatan perencanaan pembargunan daerah lingkup bidang

Ekonomi dan Perencanaan Makro;

n. Mengoordinasikan pegelolaan data dan informasi

perencaraan pembangunan daerah lingkup bidang Ekonomi

dan Perencanaal Makro;

o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berl'alan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

q. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

dan/ atau kegiatan kepada atasan;

r. Mela-ksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Paragraf 4

Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif

Tugas

Pasal 34

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Bkonomi

Kreatif melaksanakan menyiapkan bahan rancangan
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perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan

monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di lingkup

bidang Kewirausahaan, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Koperasi,

UKM, Perdagangan, Tenaga Kerja, Perindustrian, Pemuda dan

Olah Raga serta Budaya.

Paragraf 5

Fungsi

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34,

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi

Kreatif mempunyai fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana darr program kerja operasional kegiatan

sub bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi

Kreatif;

b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan lingkup Sub Bidang Pengembangan

Kewirau sahaan dan Ekonomi Kreatif;

c. Pelalsanaan monitoring dan evaluasi peiaksanaan kegiatart

perencanaan pembangunan lingkup sub bidang

Pengembangan Kewirau sahaan dan Ekonomi Kreatif;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan

lingkup Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan

Bkonomi Kreatif;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Uraian Tugas

Pasal 36

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan

dal Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pasal 34 antara

lain:

a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana

Kerl'a (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
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(LKPJ), Laporan Kineq'a Instansi Pemerintah (LKjlP) dan

segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan

Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi

Kreatif;

d. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat daeral bidang

Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi

Kreatif;;

e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,

dan RKPD bidang Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan

dan Ekonomi Kreatif;

f. Merencana,kan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD bidang Sub Bidang

Pengembangan Kewirau sahaan dan Ekonomi Kreatif;

g. Menyusun konsep pembinaan teknis perencaraan kepada

Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Sub Bidang

Pengembangan Kewirau sahaan dan Ekonomi Kreatif;

h. Merencanakan pelalsanaal kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Sub Bidang

Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif;

i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan

perangkat daerah kota Payakumbuh bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan;

j. Merencanakan dukungan pelaksanaaa kegiatan pusat,

provinsi untuk lingkup Sub Bidang Pengembangan

Kewirau sahaa,n dan Ekonomi Kreatif;

k. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah bidang

Pengembangan Kewirau sahaan dan Ekonomi Kreatif;

l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub

Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif;

m. Mengoordinasikan pembentukan dan pelaksanaan

keputusan asosiasi daerah/badan keq'a sama daerah;

n. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan norna, standar,

prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan'

konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi

serta pengawasan penyelenggaraan kef asama;



o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas;

p. Memberikan saran dan pertimbalgan teknis kepada atasan;

q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kery'a bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau

kegiatan kepada atasan;

s. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Sub bidang;

t. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 7

Sub Bidang Pengembangal

Sumber Daya Alam dan Kery'asama

Tugas

Pasal 37

Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan

Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan rancangan

perencanaan, bahan perumusan kebUakan dan mela-kukan

monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di lingkup

bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kerjasama Daerah;

Paragraf 8

Fungsi

Pasa.l 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 37,

Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan

Kerjasama mempunyai fungsi antara lain:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

sub bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan

Kerjasama;

b. Penyelenggaraan koordinasi rencana kerjasama daerah;

c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan lingkup sub bidang Pengembangan

Sumber DaYa Alam dan Kerjasama;

28



d. Pelatsanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perencaraan pembangunan lingkup sub bidang

Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kerjasama;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas perencaaaan pembangunar

lingkup sub bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan

Ke{asama;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.
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Paragraf 9

Uraian Tugas

Pasal 39

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya

AIam dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 37 antara

lain:

a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan

Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyusun ba,han Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungiawaban

(LKPJ), Laporan Kine4'a Instansi Pemerintah (LKjlP) dan

segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan

Kefasama;

d. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah lingkup

Sub Bidang Pengembangarr Sumber Daya Alam dan

Kerjasama;

e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,

dan RKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya

Alam dan Kery'asama;

f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD lingkup Sub Bidang

Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kerjasama;

g. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Kota Payakumbuh lingkup Sub Bidang

Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kery'asama;

h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Sub Bidang



Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kedasama;

i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan

perangkat daerah kota Payakumbuh lingkup Sub Bidang

Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kerjasama;

j. Merencanalan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan

provinsi untuk lingkup Sub Bidang Pengembangan Sumber

Daya Alam dan Kerjasama;

k. Melaksanakan penyusunan penetapan kebijakan kerjasama

dengan pihak ketiga, serta pelaksanaan dan pelaporan kerja

sama dengan pihat ketiga;

l. Melaksanakan penyusunan penetapan kebijakan kedasama

antar daerah, serta pelaksanaan dan pelaporan kerja sama

antar daerah;

m. Melaksanakan penyusunan penetapan kebijakan ker.1'asama

luar negeri, serta pelaksanaan dan pelaporan kerja sama

luar negeri;

n. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah lingkup

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan

Kerjasama;

o. Merencanakan dan menyusun eva,luasi dan pelaporan atas

pelalsanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan

Ker1'asama;

p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas;

q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

r. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

s. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau

kegiatar kepada atasan;

t. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Sub bidang;

u. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

v. Melal<sanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
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Paragraf lO

Sub Bidang Perencanaan Makro

Tugas

Pasal 40

Kepala Sub Bidang Perencanaart Makro mempunyai tugas

menyiapkan bahaa rancalgan perencanaal, bahan perumusan

kebijatan dan melakukan monitoring serta eva,luasi

pembangunan daerah di lingkup bidang Penanamaa Modal,

Penzinan, Keuangan Daerah dan Perencanaan Makro Daerah;

Paragraf 11

Fungsi

Pasal 4 1

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasa,l 40,

Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro mempunyai fungsi

antara lain:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

lingkup Sub Bidang Perencanaan Mal<ro Kota Payalumbuh;

b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijalan

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan Kota Payakumbuh;

c. Pelaksanaal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang

Perencanaan Makro Kota Payakumbuh;

d. Pelaporal pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan

lingkup Perencanaan Makro Kota Payakumbuh;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Paragral 12

Uraian Tugas

Pasal 42

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Perencanaan

Makro sebagaimana dimaksud pasal 40 antara lain:

a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan

Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahart

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
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(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerinta,h (LKjIP) dan

segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota

Payakumbuh;

d. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah lingkup

Kota Payakumbuh;

e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD Kota Payakumbuh;

f. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Kota Payakumbuh;

g. Merencaaakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota Payakumbuh;

h. Merencanakan Sinergitas darr Harmonisasi kegiatan

perangkat daerah kota Paya,kumbuh;

i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat,

provinsi;

j. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah Kota

Payakumbuh;

k. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporal atas

pelaksanaan perencaraan pembangunan daerah Kota

Payakumbuh;

l. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan norma, standar,

prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan,

konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi

serta pengawasan penyelenggaraan kerjasama;

m. Mengkoordinasikan pembentukan dan pelaksanaan

keputusan asosiasi daerah/badan kerja sama daerah;

n. Melaksanakan penyusunan penetapan kebijakan kerjasama

dengan pihak ketiga, serta pelaksanaan dan pelaporal ke{a

sama dengan pihak ketiga;

o. Melaksanakan penyusunan penetapan kebijakan ke{asama

antar daerah, serta pelaksanaan dan pelaporan kerja sama

antar daerah;

p. Melaksanakan penyusunan penetapan kebijakan keq'asama

luar negeri, serta pelaksanaan dan pelaporan kerja sama

luar negeri;

q. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas;
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r. Memberikan saran dan pertimbaagan teknis kepada atasan;

s. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

t. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau

kegiatan kepada atasan;

u. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Sub bidang;

v. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikar atasan.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Paragraf 1

Tugas

Pasal 43

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

mempunyai tugas memimpin, mengkordinasikan dan

memfasilitasi tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

Pangral 2

Fungsi

Pasal 44

Untuk melaksanal<an tugas sebagaimana dimaksud Pasal 43,

Kepala Bidang Infrastruktur dal Pengembangan Wilayah

mempunyai fungsi antara lain:

a. Penyusunan rencana dan program kery'a operasional kegiatan

perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;

b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan

pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan

swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan

pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan
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Wilayah;

e. Pelaporan pelaksanaal tugas perencaraar pembangunan

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayai;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 45

Uraian Tugas Kepala Bidarg Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah sebagaimana dima-ksud pasal 43 antara lain:

a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) lingkup bidang

Infrastruktur dan pengembangan wilayah;

b. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungiawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjlP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di

bidang;

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja

perenc€rnaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur
dan pengembangan wilayah;

d. Mengoordinasikan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD

dan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan pengembangan

wilayah;

e. Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup

bidang Infrastruktur dan pengembangan wiiayah ;

f. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD,

RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan

pengembangan wilayah;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergltas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan

pengembalgan wilayah;

h. Mengoordinasikan pelaksanaaa kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang Infrastruktur

dan pengembangal wilayah;

i. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat daerah Kota Payakumbuh lingkup bidang

34



Infrastruktur dan pengembangan wilayah;

j. Mengoordinasikan pela,ksanaan sinergitas dan harmonisasi

kegiatan KL Provinsi di Kota Payakumbuh, lingkup bidang

Infrastruktur dan pengembangan wilayah;

k. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian/monitoring

kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang

Infrastruktur dan pengembangan wilayah;

l. Mengoordinasikan pegelolaan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang

Infrastruktur dan pengembalgan wilayah;

m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalar lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

o. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaJ<sanaan

tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

p. Melaksalakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Paragral 4

Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang

Tugas

Pasal 46

Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang

mempunyai tugas menyiapkan bahan rancang€rn perencanaan,

bahan perumusan kebijakan darr melakukan monitoring serta

evaluasi pembangunan daerah di lingkup bidang Infrastruktur
dan Penataan Ruang.

Paragraf 5

Fungsi

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima-ksud Pasal 46,

Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang antara

lain:

a. Penyusunan rencana dan program keda operasional kegiatan

sub bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
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b. Penyelenggaraan koordinasi, pen1rusunan kebijakan

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan lingkup sub bidang Infrastruktur

dan Penataan Ruang;

c. Pela-ksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perencaraan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur
dan Penataan Ruaag;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan

lingkup sub bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Uraian Tugas

Pasal 48

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan

Ruang sebagaimana dimaksud pasal 46 antara lain:

a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan

Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjtP) dan

segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan,

Perhubungan;

d. Mengaralisis rancangan Renstra Perangkat daerah bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan,

Perhubungan;

e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,

dan RKPD bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Pertanahan, Perhubungan;

f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan;

g. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan;
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h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidalg Pekery'aan Umum

dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan;

i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan

perangkat daerah kota Payakumbuh bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, Pertanahax, Perhubungan;

j. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan,

Perhubungan;

k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas;

1. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasa!;
m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau

kegiatan kepada atasan;

o. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Sub bidang;

p. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragral 7

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Tugas

Pasal 49

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan

Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan rancangan

perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan

monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di lingkup

bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup serta

penunjang urusan pemerintahan yaitu kecamatan.

Paragraf 8

Fungsi

Pasal 5O

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 49,

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan
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Hidup antara lain:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

sub bidang Pengembangaa Wilayah dan Lingkungan Hidup;

b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan lingkup sub bidang Pengembangan

Wilayah dan Lingkungan Hidup;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan lingkup sub bidang

Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan

lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan

Hidup;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengal bidang

tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Uraian Tugas

Pasal 51

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pasal 49 antara lain:

a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan

Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggunglawaban

(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dan

segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan

Lingkungan Hidup darl kecamatan

d. Merencanakaa pelaksanaal Musrenbang RPJPD, RPJMD,

dan RKPD urusan Lingkungan Hidup dan kecamatan;

e. Menganalisis rancangan Renstra Pera-ngkat daerah bidang

Lingkungan Hidup dan kecamatan;

f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD bidang Lingkungan Hidup dan

kecamatan;

g. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan

perangkat daerah kota Payakumbuh bidang Lingkungan
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Hidup dan kecamatan;

h. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Bidang Lingkungan

Hidup dan kecamatan;

i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Lingkungan Hidup dan

kecamatan;

j. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah bidang

Lingkungan Hidup dan kecamatan;

k. Mempelajari, memahami dan melal<sanakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitaa dengan bidang tugas;

l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai darr

mengevaluasi hasil kerl'a bawahan agar pelatsanaan tugas

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;

o. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Sub bidang;

p. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

q. Melaksanalan tugas kedinasan lain yarlg diberikan atasan.

Paragraf 10

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi,

Informasi dan Kebencanaan

Tugas

Pasal 52

Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan

Kebencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan rancangan

perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan

monitoring serta eva,luasi pembangunan daerah di lingkup

bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi, Kebencanaaa,

Kesbangpol dan Ketertiban Umum.
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Paragraf 11

Fungsi

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 52,

Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan

Kebencanaan antara lain:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

sub bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dalr

Kebencanaan;

b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan lingkup sub bidang Perhubungan,

Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaal kegiatan

perenca.naan pembangunan lingkup sub bidang

Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaaa pembangunan

lingkup sub bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi

dan Kebencanaan;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Paragral 12

Uraian Tugas

Pasal 54

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi,

Informasi dan Kebencanaan sebagaimana dimaksud pasal 52

antara lain:

a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan

Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ), Laporan Kinerl'a Instansi Pemerintah (LKjlP) dan

segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan

Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan;

d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,

dan RKPD urusan Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan
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Kebencanaal;

e. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah bidang

Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan;

f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD bidang Perhubungan,

Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan;

g. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan

perangkat daerah kota Payakumbuh bidang Perhubungan,

Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan;

h. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Bidang Perhubungan,

Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan;

i. Merencanakan pelaksaaaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Perhubungan,

Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan;

j. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah bidang

Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan;

k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas;

1. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kery'a bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat be{alan lancar sesuai dengaa ketentuan yang berlaku;

n. Menyampaikan laporan pela-ksanaan tugas danlatau
kegiatan kepada atasan;

o. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Sub bidang;

p. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

Paragraf I
Tugas

Pasal 55

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan

Perencanaan di bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi
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pembangunan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 55,

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

mempunyai fungsi antara lain:

a. Penyusunan rencara dan program kerja operasional kegiatan

perencanaan pembangunan bidang penelitian,

pengembangan dan evaluasi pembangunan;

b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan

pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan

bidang penelitian, pengembangan dan eva.luasi

pembangunan;

c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan aatar daerah dan

swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup

bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi

pembangunan;

d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan

pembangunan bidang penelitian, pengembalgan dan

evaluasi pembangunan;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan

bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi

pembangunan;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 57

Uraian Tugas Kepala Bidang Bidang Penelitian, Pengembangan

dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 55 antara lain:

a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

dart Rencana Kerja (RENJA) Litbang sesuai lingkup tugasnya;

b. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungiawaban (LKPJ), Laporan Kinery'a Instansi
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Pemerintah (LKjlP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di

bidang;

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja

lingkup bidang Bidang penelitian dan pengembangan;

d. Mengoordinasikan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD

dan RKPD sesuai lingkup tugasnya;

e. Mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan RPJMD dan RKPD;

f. Menginventarisasi permasalahan pelaksanan dokumen

perencanaan;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis perencanaan RPJPD,

RPJMD dan RKPD bidang Litbang;

h. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan pengumpulan

dan pengolahan data/informasi pembangunan daerah;

i. Memberikan rekomendasi regulasi darr kebijakan kepada

Walikota dan perangkat daerah di lingkungan Kota

Payakumbuh, terkait kegiatan penelitian dan pengembangan;

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kelembagaan,

ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarala serta

sumber daya manusia kelitbangan;

k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan diseminasi hasil
penelitian dan pengembangan di daerah;

l. Mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan

(penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,

perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan

yang berlalu;
m. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kegiatan

penelitian dan pengembangan di daerah;

n. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program dan kegiatan;

o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi

hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan

lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

p. Memberikan sa.ran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

q. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelalsanaan tugas

dan/ atau kegiatan kepada atasan;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.
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Paragraf 4

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tugas

Pasal 58

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai

tugas melal<sanakan sebagian fungsi Penelitian darr Eva-luasi

Pembangunan pada sub bidang penelitian dan pengembangan.

Paragraf 5

Fungsi

Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas sebegaimana dimaksud Pasal 58,

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai

fungsi antara lain:

a. Penyusunan rencana dan program kery'a operasional kegiatan

sub bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Penyelenggaraan koordinasi, penJrusunan kebijalan
perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan lingkup sub bidang Penelitian dan

Pengembangan;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Penelitian

dan Pengembangan;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan

lingkup sub bidang Penelitian dal Pengembangan;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Uraian Tugas

Pasal 60

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

sebagaimana dimaksud pasal 58 antara lain:

a. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja

(RENJA) Sub Bidang Peneiitian dan Pengembangan;

b. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungfawaban

(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dan
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segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyiapkan bahal penyusunan kebijakan teknis, program,

dan anggaran penelitian dan pengembaagal di bidang sosial,

ekonomi dan pemerintahan;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitial dan

pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di

bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;

f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaar penelitian dan pengembangan di bidang sosial,

ekonomi dal pemerintahan;

g. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang

sosial, ekonomi dart pemerintahan;

h. Menyiapkan data kelitbangan dan peraturan, serta

pelaksanaan pengkajian peraturan ;

i. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga

negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh

instansi yang berwenang; dan

j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat bedalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlalu;
k. Memberikan sa-ran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

1. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelatsanaan

tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

m. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Sub bidalg;

n. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

o. Melaksalakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Paragraf 7

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Tugas

Pasal 6 1

Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas

melaksanakan tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang

Penelitian dan Evaluasi Pembangunal pada sub bidang Inovasi
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dan Teknologi.

Paragraf 8

Fungsi

Pasal 62

Untuk melaksanatan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 61,

Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi

antara lain:

a. Penyusunan rencana dan program keda operasional kegiatan

sub bidang Inovasi dan Teknologi;

b. Penyelenggaraan koordinasi, pen),usun€Ln kebijakaa

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan lingkup sub bidang Inovasi dan

Teknologi;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksaaaan kegiatan

perencana€rn pembangunan lingkup sub bidang Inovasi dan

Teknologi;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan

lingkup sub bidang Inovasi dan Teknologi;

e. Pelaksanaan tugas kedinasaa lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Uraian Tugas

Pasal 63

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

sebagaimana dimaksud pasal 61 antara lain:

a. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja

(RENJA) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;

b. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraa-n Pemerintahal

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dan

segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program,

dan anggaral penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi

dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan

teknologi;
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d. Menyiapkan bahan rancangan kebijalan terkait jenis,

prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang bersilat inovatif;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan

teknologi;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajiar kebijakaa dan

fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;

g. Menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang

pembangunan, inovasi dan teknologi;

h. Menyiapkan bahan pemaatauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi

dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan

teknologi;

i. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta

fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi

dan teknologi;

j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

l. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

m. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Sub bidang;

n. Melaksanakan Survei Kepuasaa MasyaraJ<at (SKM);

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Paragraf 10

Sub Bidang Data dan Evaluasi

Tugas

Pasal 64

Kepala Sub Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas

melal<sanakan sebagian fungsi bidang Penelitian dan Evaluasi

Pembangunan pada di sub. Bidang Data dan Evaluasi.
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Paragraf 11

Fungsi

Pasa.l 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 64,

Kepala Sub Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi

antara lain:

a. Penyusunan rencana dan program kery'a operasional kegiatan

sub bidang Pengendalian dan Evaluasi;

b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan

perencanaan pembangunan jangka panjang, jargka

menengah dan tahunan lingkup sub bidang Pengendalian

dan Eva-luasi;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan lingkup sub bidang

Pengendalian dan Evaluasi;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan

lingkup sub bidang Pengendalian dan Evaluasi;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Paragral 72

Uraian Tugas

Pasal 66

Uraian Tugas Kepala Sub Pengendalian dan Evaluasi

sebagaimana dimaksud pasal 64 antara lain:

a. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja

(RENJA) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

b. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertaaggungjawabart

(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dan

sega.la bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyusun rencana dan program kerja lingkup sub bidang

Pengendalian dan Evaluasi;

d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan

data/informasi pembangunan daerah;

e. Mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan

rencana dan program kerja sesuai lingkup tugasnya;
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f. Merencaaakan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

capaian kinerja pelaksanaan program RPJPD, RPJMD dan

RKPD;

g. Membuat konsep pembinaan teknis evaluasi perencanaan

RPJPD, RPJMD dan RKPD;

h.Menginventarisasi permasalahan pelaksanaan dokmen

perencanaan, serta merumuskan langkah-langkah

kebij aksanaan pemecahannya;

i. Melaksanakan monitoring dan eva,luasi hasil pelaksanaan

program dal kegiatan pembangunan;

j. Menyusun bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi,

pembinaan da-rt evaluasi program dan kegiatan

pembangunan;

k. Melaksanakan kordinasi dan kedasama di bidang tugasnya;

1. Memberikan layanan data dan informasi di bidang

perencanaan pembangunan daerah ;

m.Merencanakan pelaksanaan inventarisasi permasalahan

pelaksanaan dokumen perencanaan serta merumuskan

langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

n. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah;

o. Penyajian data hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah;

p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

q. Memberikan sa,rar dan pertimbangan teknis kepada atasan;

r. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

s. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Sub bidang;

t. Meia,ksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.
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Bagial Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 67

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan dapat

dibentuk UPT pada Badan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkaa lebih lanjut

dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagran Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 68

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional

sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabataa Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam melaksalakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 69

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

Pasal 68 Peraturan Walikota ini, terdiri atas sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliaa dan

keterampilan.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk

diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(l), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan

beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (i)

pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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BAB IV

TATA KER.IA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan

yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkal.

(2) Pelalsanaan tugas dan fungsi Badan sebagai Pelaksana

Pemerintah Kota di bidaag penyelenggaraan perencanaan,

bidang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

kegiatan operasiona-lnya diselenggara.kan oleh Kepala Bidang,

dan Kepala Sub Bidang menurut bidang tugas masing-

masing.

(3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis

administratif berada dibawah dan bertanggungiawab kepada

Walikota melalui Sekreta.ris Daerah dan dalam

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan

fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan,

dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badaa,

wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk

pelaksanaan tugas kepada bawahan.

(6) Setiap pegawai di lingkungan Badan wajib mematuhi

petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan

serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan

menyampaikan laporan.

(7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas

berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada

atasannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 71

(1) Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat

tentang pelaksanaan tugasnya seca,ra teratur, jelas serta

tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
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(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggunglawab kepada atasannya masing-masing serta

memberikan laporar tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dari bawahan, wajib diolal dan dipergunakan

sebagai bahal pertimbangan lebih lanjut serta untuk

memberi petunjuk kepada bawahan.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara

penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan yang berlalu.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal72

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili

oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris

Badan berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan

memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang

tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 73

Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam

melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Badan.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasd74

Dengan ditetapkannya Peraturan Wa-likota ini, maka Peraturan

Walikota Payakumbuh Nomor 105 Tahun 2OL6 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraiaa

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dart

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeta,huinya, memerintahkal

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Payalumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal tb Marct 2018

w OTA PAYAKUMBUH,

-rrmH

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal lc uaret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

BB ARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR /6
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